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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut, Peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dilakukan oleh 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengatasi keterlambatan 

pembayaran upah pekerja dilakukan dengan cara sesuai dengan hukum 

acara yang tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu dengan tahapan Preventif 

edukatif, Represif non yustisial, dan Represif yustisial. Namun penerapan 

tahapan yang dilakukan Bidang Pengawasan terhadap PT. SY hanya 

sampai pada tahap Preventif Edukatif yaitu dengan kegiatan pembinaan 

berupa sosialisasi dan edukasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan. Adapun alasan 

hanya dilakukan tahapan Preventif edukatif oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dijalankan Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan dikarenakan dari pihak pekerja maupun PT. 

SY tidak memberikan aduan/laporan terkait kasus keterlambatan 

pembayaran upah pekerja yang terjadi pada PT. SY, dan juga pelaksanaan 

 

 



72 
 

 
 

sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan terhadap PT. SY tidak secara door to door atau langsung 

meninjau perusahaan tersebut secara langsung, namun dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa perusahaan termasuk PT. SY dalam satu wilayah 

di tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga menyulitkan Dinas 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

menggali informasi terhadap PT. SY secara mendalam ditambah lagi pada 

jalannya acara sosialisasi/edukasi pengusaha/perusahaan yang datang 

kurang berinteraksi dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa 

saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja yang tiap tahun 

mengalami kenaikan maka diperlukan kebijakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Tahapan mengenai edukasi dan sosialisasi yang 

telah dilakukan perlu dikaji ulang agar langkah tersebut dalam 

praktiknya dapat berguna bagi pengusaha/perusahaan dan pekerja di PT. 

SY. Dan untuk tahapan Represif non yustisial dan Represif Yustisial 
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sangatlah penting untuk tetap dilaksanakan namun juga harus 

disesuaikan dengan keadaaan di lapangan. 

2. Untuk PT. SY 

Dikarenakan perlunya peranan dari semua pihak baik dari Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Pengusaha/Perusahaan, dan Pekerja maka 

ketika ada kegiatan edukasi dan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan partisipasi aktif 

dari Pengusaha/Perusahaan guna mengoptimalkan materi edukasi yang 

diberikan dan pengusaha/perusahaan PT. SY diharapkan lebih disiplin 

dalam administrasi keuangan khususnya dalam pembayaran upah 

pekerja/buruh. PT. SY diharapkan agar hak pekerja terjamin. 

3. Untuk Pekerja PT. SY 

Dalam situasi tertentu pekerja/buruh didapati dalam posisi rendah 

dibandingkan dengan posisi pengusaha/perusahaan, oleh karena itu 

pekerja/buruh memerlukan bantuan dari instansi terkait yaitu Dinas 

Tenaga Kerja yang ada di setiap daerah. Maka jika pekerja/buruh 

merasa haknya dirugikan khususnya jika pengusaha/perusahaan 

terlambat membayar upah ada baiknya segera melaporkan ke Dinas 

Tenaga Kerja agar segera dibantu penanganannya dan dibantu dalam 

menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. 
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